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ABSTRAK

PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
(Studi Pelayanan PATEN di Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan)

Nama : Hiskia Lopiga Tarigan
NIM : 131801027
Program : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian Profesinalisme Aparatur
Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (studi
pelayanan PATEN di Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Pemilihan para informan dilakukan melalui purposive
sampling yaitu camat, Sekcam, para kasi, staf dan masyarakat yang menggunakan
jasa pelayanan di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Pengumpulan data melalui
observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil pengamatan yang
dilakukan menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur Kecamatan Kota Kisaran
Barat khususnya aspek responsivitas masih terbentur pada aturan formal nyang
secara tegas mengatur apa yang menjadi tugas dan fungsi aparatur. Sedangkan
hasil pengamatan pada aspek inovasi dianggap lebih banyak mendatangkan
bahaya bagi kesinambungan karier daripada mendatangkan manfaat.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menyimpulkan bahwa
profesionalisme aparatur pemerintah dilihat dari aspek responsivitas dan inovasi
masih rendah. Saran yang dapat dikemukakan untuk pemerintah dalam tesis ini
adalah kebutuhan sosialisasi yang mendalam dan penanaman kembali nilai-nilai
atau bila diperlukan mendefenisikan ulang visi dan misi organisasi, pemilihan dan
penempatan pemimpin dan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian,
pemberian kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan, pemberian insentif
berdasarkan prestasi serta memberikan motivasi dan kesempatan untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan diharapkan dapat menumbuh kembangkan
responsivitas dan inovasi aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah
yang professional.

Keywords : profesionalisme, responsivitas, inovasi
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ABSTRACT

PROFESSIONALISM OF GOVERNMENT APPARATUS
IN THE PROVISION OF THE PUBLIC SERVICE
(Study PATEN Services At Kota Kisaran Barat District Asahan Regency)

Name : Hiskia Lopiga Tarigan

NIM : 131801027

Program : Master of Public Administrastion
Adyviser I : Dr. Warjio, MA

Adviser 11 : Drs. Kariono, MA

The purpose of this observation is to reach the Professionalism of the
Government Apparatus (Study PATEN services at Kota Kisaran Barat District,
Asahan Regency) in implementation of governmental tasks.

The observation was used is qualitative method with descriptive approach.
Informants was selected by purposive sampling. They are concist of the head of
district, secretary of district, section chief, and people who use the service at Kota
Kisaran Barat District.. Collection of data through observation, interviews and
documentation. The observations were carried out showed that the apparatus
professionalism Kota Kisaran Barat District in particular on aspect of responsivity
is still hampered by the formal rules which strictly regulate the tasks and
functions apparatus. And the observation on aspects of innovation is considered
more harm to the sustainability of a career rather than bring benefits.

Based on the observations, the authors concluded that the professionalism
of the government’s apparaturs from the aspects on responsivitas and innovation
is still low. Suggestions can I pointed out in this thesis is by making a depth
socialization and values redefinition, concerning vision and mission of the
organization, choosing leaders and staff based on the requirement of expertise,
giving them an opportunity to make decision based on their achievements and to
give opportunities for the enhancement of knowledge and skills significant for the
improvement of responsiveness and innovation of the apparatus in order to realize
professionalism civil servant.

Keywords : profesionalisme, responsivitas, inovasi
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, sistem penyelenggaran
pemerintahan dibingkai dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
membawa pergeseran paradigma pemerintahan dari negara sebagai pusat
kekuasaan menuju negara lebih dekat dengan rakyat. Perubahan yang mendasar
adalah dihapuskannya wilayah administrasi pemerintahan untuk tingkat
kabupaten/kota ke bawah (Afrial 2009; 87-95). Disinilah peran strategis birokrasi
pemerintah dalam mewujudkan good governance, yang merupakan conditio sine
qua non bagi keberhasilan pembangunan. Profesionalisme birokrasi merupakan
prasyaratan (prereguisife) mutlak untuk mewujudkan good governance
(Tjokowinoto, 2001 ; 3). Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan
unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan,
keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik yang responsif, inovasi, transparansi, efektivitas dan efesien.

Aparatur yang profesionalisme pada prinsipnya mengandung dua makna
yakni; Pertama, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki keterampilan dan

keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
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Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas
harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur
yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat
pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang
menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki
aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup
loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Salah satu tantangan terbesar yang
dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos
kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika
birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi
masyarakat yang bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar
birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka diantara sepuluh prinsip
good gevernance ada 3 (tiga) nilai administratif — manajerial mendasar yakni :
efektifitas, efesiensi dan profesionalisme (Widodo, 2005; 315).

Namun tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi
kenyataan, apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalitas tinggi
yang mengedepankan terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas
publik, yakni dengan menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-
sumber keuangan pemerintah (negara) dan juga sekaligus memperkuat peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-

tugasnya. Selanjutnya, menurut Islami (1998 ; 14-15), bahwa akuntabilitas,
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